
BUPATI KARAWA"G
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 34 TAI[UN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.A

DESA DI KABUPATEN  KARAWANG

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KAHIAWANG,

bahwa da.lam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31
ayat      (2)   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   20
Tahun  2018  tenlang I:'engelolaan  Keuangan  Desa,  perlu
menel.apkan      PeraturaLn     Bupati     tentang     Pedoman
Penyusunan Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa di
Kabupaten Karawang;

1.      Undang-Undang   Nomor    14   Tahun    1950   tentang
Pembentukan    D€ierah-daerah    Kabupaten    dalam
Lingkungan   Propinsi   Jawa   Barat   (Berita   Negarfi
Republik     lndonc:sia     Tahun      1950      Nomor      8)
sebagaimana telaJi  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor    4    Tahun     1968    tentang    Pembentukan
Kabupaten    Purwckarta   dan    Kabupaten    Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
19 50       tentang       Pembentukan       Daerah-daerah
Kabupaten  dalam  Lingkungan  Propinsi  `Jawa  Barat
(Lembaran  Negar€i  Republik  Indonesia Tahun  1968
Nomor  31,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor :2851);

2.      Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa
(Lembaran  Negar€i  Republik  Indonesia Tahun  2014
Nomor   7,   Tamb€han   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor  5495);

3.      Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun    2014    Nomor    244,    Tambahan
Lernbaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5586)
sebagaimana.  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir
dengan   Undang-   Undang   Nomor   9   Tahun   2015
tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran  Negar€i  Republik  Indonesia Tahun  2015
Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia N{)nor  5679);



4.     Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang  Nomor  6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia    Tahun    2014     Nomor     123,    Tambahan
Lembaran  Negara   .3epublik  Indonesia  Nomor  5539),
sebagalmana      tekih     diubah     dengan     Peraturan
Pemerintah Nomor .17 Taliun  2015  tetang  Perubahan
alas    Pcraturan  P€.merintah  Nomor  43  Tahun  2014
tentang   Peraturar    Pelaksanaan    Undang-Undang
Nomor   6    Tahun    2014    tentang   Desa  (Lembaran
Negara Republik lridonesia Tahun  2015 Nomor  157,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor  5717);

5.      Peraturan    Pemer..ntah    Nomor    60    Tahun    2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan  dan  Relanja  Negara  (Lembaran  Negara
Republik     lndone!5ia    Tahun     2014     Nomor     168,
Tambahan   Lemb€iran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   5558),   sel)agalmana  telah   diubah   dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan  Atas   'Peraturan  Pemerintah  Nomor  60
Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber
dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Negara
(Lembaran  Negar€i  Republik  Indonesia  Tahun  2016
Nomor  57,  Tamb;iran  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor  5864);

6.      Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun
2014  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa  (Berita
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor
2094);

7.      Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Ta.hun
2018  tentang  Pe]igelolaan  Keuangan   Desa  (Beril;i
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 ) ;

Peraturan  Daera]i  Kabupaten  Karawang  Nomor  4
Tahun    2019    teritang    Desa    (Lembaran    Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan  Bupali  Karawang    Nomor  76    Tahun
2017   tentang  Pi,3doman   Pengelolaan  Aset    Desa
(Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun  2017
Nomor 76).

Mcnctapkan

MEMUTU:SRAN  :

PERATURAN   BupATI  `rBNTANG  PEDOMAN   pENTusuNAN
ANGGARAN    PBNDAPATAN    DAN    BELANJA    DESA         DI
KABupATBN KARAWA)'rG.



BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal  ]1.

Daerah kabupaten adalah Daerah Kabup€iten Karawang.

Pemerintah   Daerah   adalah   13upati   sebagai   unsur   penyelenggara
Pemerintahan     Daerah     yang     ITicliiimpin     pclakscmaan     urusan
pemerintahan yang menjadi kewenan!.;an Daerah  Otonom.

3.     Bupati adalah Bupati  Karawang.
4.     Camat adalah camat di Kabupaten K,a.rawang.
5.     Kepala Desa adalah Kepala Desa di K,|bupaten  Karawang.
6.     Anggaran  Pendapatan dan Belanja D,aLerah selanjutnya disebut APBD

adalah rencana keuangan tahunan |iemerintah daerah yang dibahas
dan   disetujui   bersama   oleh   peme]rintah   daerah   dan   DPRD   dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.     Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum    yang    memiliki    batas
wilayah    yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan
pemerintahan,     kepentingan    masyarakat    setempat    berdasarkan
prakarsa masyarakat,  hak asal usul,  dan/atau hak tradisional yang
diakui   dan   dihormati   dalam   siste]n   pemerintahan   di   Kabupaten
Karawang.

8.     Dana Desa adalah  dana yang bersumber dari Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Negara yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer
melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan  digunakan
untuk    membiayai    penyelenggaraan    pemerintahan,    pelaksanaan
pembangunan,    pembinaan    kemas:i/arakatan,    dan    pemberdayaan
masyarakat.

9.     Pemerintah   Desa  adalah  Kepala  Desa  dibantu     perangkat     Desa
sebagai  unsur penyelenggara Pemerjntahan  Desa.

1o.   Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan  di
Kabupatcn Karawang.

11.    Peraturan     Desa    adalah    peratur€in    perundang-undangan    yang
ditetapkan  oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa.

12.   Keuangan   Desa  adalah   semua  hak  dan   kewajiban   dalam  rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa  yang dapat dinilai dengan uang
termasuk  didalamnya  segala  bentuik  kekayaan  yang  berhubungan
dcngan hak dan kewajiban desa  tersiebut.

13.   Rekening Kas  Desa yang selanjutny;i disingkat RKD  adalah  rekening
tempat   penyimpanan   uang   Peme]i.intah   Desa   yang   menampung
seluruh         penerimaaan    Desa    d{m    untuk    membayar    seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

14.   Badan Permusyawaratan Desa yang lselanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang  melaksanakan  fungs±  pemerintahan  yang  anggotanya
merupakan   wakil   dari   penduduk   Desa   berdasarkan   keterwakilan
wilayah   dan ditetapkan secara dem()kratis.

15.   Pengelolaan   Keuangan   Desa   adalah   keseluruhan   kegiatan   yang
meliputi  perencanaan,  pelaksanaan ,  penatausahaan,  pelaporan,  dan
pertanggungjawaban keuangan Des€i.



16.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanj.a  Desa,  yang  selanjutnya disingkat
APE Desa, adalah rencana keuangan I:ahunan Pemerintahan  Desa.

17.   Pedoman   Penyusunan   APB   Desa   €idalah   pokok-pokok   kebijakan
sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan,
pembahasan dan penetapan APE  Desa.

18.   Alokasi    Dana    Desa,    selanjutnya    disingkat   ADD,    adalah    dana
pcrimbangan  yang  diterima kabupatim  dalam  anggaran  pendapatan
dan   belanja   daerah   kabupaten   setelah   dikurangi   Dana   Alokasi
Khusus.

19.   Alokasi   Bagian   Dari   Hasil   Pajak   Daerah   dan   Retribusi   Daerah,
selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak (lan Retribusi, adalah bagian dari
penerimaan     Pajak  dan   Retribusi  yang  diterima  oleh   Pemerinlah
Daerah,  yang  diberikan  oleh  Pemeriiitah  Daerah  kepada pemerinlah
desa di wilayah Kabupaten Karawang.

2o.  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  yang  selanjutnya
disingkat   RPLJM   Desa   adalah   dok`Lmen   perencanaan   desa  unluk
periode 6  (enam) tahun.

21.   Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa,  {5elanjutnya  disebut  RKP  Desa,
adalah penjabaran dari Rencana Pc!mbangunan Uangka Menengah
Desa untuk jangka wakt.u  1  (satu)  I.ahun.

BAD 11

PBDOMAN PENYUSTJNAN APE Desa

Pasal £!

(1)        Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019  meliputi:
a.   sinkronisasi    kebijakan    Pemerintah    Desa    dengan    kebijakan

Pemerintah,  Pemerintah Daerah  Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten;

b.   prinsip penyusunan APE  Desa;
c.   kebijakan penyusunan APB  Desa;
d.   teknis penyusunan APB Dcsa;  (lan
e.   hal khusus lainnya.

(2)       Uralan   pedoman   penyusunan   APB   Desa   Tahun   Anggaran   2019
scbagaimana  dimaksud  pada  ayal:  (1)  tercantum  dalam  Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB Ill
KETENTUAI\l; PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin.I:ahkan pengundangan Peraturan
Bupati    ini    dengan    penempatannya   dalam    Berita    Daerah    Kabupat.en
Karawang.

Diundangkan di Karawang
pada tanggal   T6  S®Pt.Bl.a  2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATBN

BERITA DAERAH  KABUPATEN  FL4`iRAWANG TAHUN  2019
NOMOR   34    .



LAMPIRAN  :  PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 34   TAHUN  2019
TENTANG           PEDOMAN           PENYUSUNAN           ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

uRrmT PEDOMAN pENyusuNAN ANG.GARAN PBNDAPATAN DAN
BELANJA DESA

Sinkronisasi      kebijakan     Pemerintah     Desa     dengan     kebijakan
Pemerintah,   Pemerintah   Daerah   Pri]vinsi   dan   Pemerintah   Daerah
Kabupaten.

Rencana   Kerja   Pemerintah   Desa   (RKP   Desa)   Tahun   2019
merupakan    penjabaran    dari    Rer.cana    Pembangunan    Jangka
Menengah  Desa  (RPJM  Desa)  untuk jangka waktu  1  (satu)  tahun
yang memuat program prioritas dan 1.:egiatan yang akan dilaksanakan
dalam satu tahun beljalan.

Penyusunan  RKP    Desa  merupakan  upaya  dalam  menjaga
kesinambungan    pembangunan   te-encana   dan    sistematis   yang
dilaksanakan   oleh   masing-masing   desa   dengan   memanfaatkan
berbagal sumber   daya   yang tersedia secara optimal, efisien, efektif
dan   akuntabel  dengan   tujuan   penanggulangan  kemiskinan  dan
meningkatkan    kesejahteraan   masyarakat   berdasarkan   kearifan
lokal/ Zoc.CZJ  tut.ssc!om.

Hal     ini     mengisyaratkan     bahwa     pencapaian     prioritas
pembangunan    di    desa    memerlukan    koordinasi    dari    seluruh
pemangku  kepentingan,  melalui  peiigintegrasian   prioritas  nasional,
prioritas Pemcrintah,  Pemerintah  I)aerah  Provinsi dan  Pemerintah
Daerah   Kabupaten  bcrdasarkan  kewenangan  dan  berbasis  lokal
d

Berkaltan dengan itu, pemerirLtah desa, pemerintah kabupatcn
dan  pemerintah  provinsi  harus  mendukung  tercapalnya  5   (lima)
prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi
rnasing-masing  desa.

Lima prioritas pembangunan nasional tahun 2019 dimaksud,
-eliputi :
1.    Pembangunan  manusia  melal`ii   pengurangan  kemiskinan

dan peningkatan pelayanan das ar;
2.    Pengurangan   kesenjangan   antar   wilayah   melalui   penguatan

konektivitas dan kemaritiman;
3.    Peningkatan  nilai  tambah  ekonomi  melalui  pertanian,  industri

dan jasa produktif;
4.    Pcmantapari  ketahanan  cnerg,  pangan,  dan  sumber  daya  air

mclalui pclestarian lingkungan; dan
5.    Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Adapun  prioritas  pembangunan    daerah    Kabupaten    Karawang
dalam rangka mewujudkan pembangunan tahun keempat RPJMD 2016-
2021 dengan tema "KARAWANG YANG MANDIRI MAJU  ADIL DAN MAKMUR"
melalui:



1- Jaminan    pembiayaan    pendidik.a.n    untuk    semua    penduduk
Karawang     sampai     jenjang     pendidikan     menengah,      serta
program    kesetaraan   Paket   A,    8   dan    C   bagi   yang   belum
terlayani pendidikan formal;

2.    Jaminan    pembiayaan    kesehat€in    untuk    semua    penduduk
Karawang   terlayani   100%   di   pi3layanan   kesehatan   dasar dan
jaringannya;

3.    Pembangunan    infrastruktur    term;isuk    jalan    dan    jembatan  yang
mendukung perekonomian daerah;

4.     Penerapan    e-government,    Standarpelayanan    Minimal    dan  Standar
Pelayanan Publik;

5.     Rehabilitasi  rumah  tidak  layak  hurii  selesai  100%  padamasa   periode
terpilih   melalui   pembiayaan   dari   APBD Kabupaten,  APBD  Provinsi,
APBN  dan  CSR  serta  skema pembi€iyaan yang inovatif (Karawang Bebas
Rutilahu);

6.    Pembangunan destinasi wisata alam dan budaya lokal;

7.     Fasilitasi    permodalan    dan    pelatilian    industri    kecil    serta  ekonomi
kreatif;

8.    Menerapkan   konsep link   and   match dalam   pendidikan   dan peluang
lapangan    kerja,    serta    merintis    industri   yang mendukung UKM;

9.     Peningkatan kesejahteraan para peta.ni dan nelayan.

11.   Prinsip Penyusunan APB  Desa
1. Sesual  dengan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa

berdasarkan urusan dan kewenaligan  desa;
2. Tertib,   taat   pada   ketentuan   pcraturan   perundang-undangan,

efisien,      ekonomis,      efektif,       bertanggung      jawab      dengan
memperhatikan  rasa  keadilan,  kepatutan  dan  manfaat  untuk
masyarakat;

3. Tepat  waktu,   sesuai   dengan   tahapan   dan  jadwal  yang  telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

NO.1. Kegiatan Alokasi Waktu Ket
Penyusunan RKP Desa pada bulan Julitahunberialan

2. Penetapan RKP Desa              paling   akhir   bulan
September

3. Penyusunan Rancangan       dimulai bulan
APE Desa                                    Oktober berialan

4. Penetapan APE Desa paling   lambat   31Desembertahunberi.alan

5. Perubahan APB Desa dilaksanakanmaksimal1kalidalamsatutahunanggarankecualidalamkeadaanluarbiasa

6. Laporan  Pelaksanaan paling            lambat

J

APB Desa Semester  I minggu          keduabulanJulitahunanggaranberjalan



7. Laporan realisasi PbtI
pertanggungjawaban
pelaksanaan APE  Desa

aling lambat 3  (tiga)
ulan   setelah   akhir
ahun           anggaran
erkenaan

4. Transparan,  untuk  memudahkan  masyarakat  mengetahui  dan
mendapatkan akses informasi selu€is-luasnya tentang  APB  Desa
melalui Sistem lnformasi Desa, Imf(i grafis dan media lalnnya;

5. APB Desa merupakan dasar pengt:lolaan keuangan Desa dalam
masa 1  (satu) tahun anggaran mulai tanggal  1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;  dan
7. Tidak   bertentangan    dengan    ke])entingan    umum,    peraturan

perundang-  undangan  yang  lebih  tinggi  dan  peraturan  daerah
lalnnya.

Ill.   Kebijakan Penyusunan APB  Desa
Kcbijakan  yang  perlu  diperhatikan  oleh  pemerintah  desa dalam

penyusunan   APB   Desa   terkait   derigan   pendapatan,   belanja,   dan
pembiayaan  desa  dengan  pendekatan     penganggaran  berdasarkan
prestasi kerja.
Prestasi kerja yang dimaksud adalah
a.   Indikator  kinerja,  yaitu  ukuran   keberhasilan  yang  akan  dicapai

dari kegiatan yang direncanakan;
b.  Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja

yang akan dicapal yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan dari setiap  kegiatan;

c.   Standar sat,uan harga, yaitu  merupakan  harga satuan  setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan
keputusan  Bupati  atau  Standarisiasi barang/jasa yang ditetapkan
dengan peraturan kepala desa.

d.  Memprioritaskan  kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui  Padat
Karya Tunal, minimal 30 % untul: hari orang kerja.

e.   Memanfaatkan bahan baku dan lenaga kerja lokal desa setempat.

1.  Pendapatan Desa
Pcndapatan  desa yang  dianggarkan  dalam  APBD  Tahun  berjalan
merupakan  perkiraan  yang terukur  secara rasional  dan  memiliki
kepastian serta dasar hukum  pe]1erimaannya.
Pendapatan  desa merupakan  s¢=mua penerimaan  desa dalam  1
(satu)  tahun  anggaran yang in(mjadi hak desa dan  tidak perlu
dikembalikan oleh desa.
a.  Pcmdapatan Asli Desa  (PADes)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes
terdiri atas jenis:
1)   hasil usaha, antara lain b£.gi hasil BUM  Desa;
2)   hasil  aset,  antara  lain  taJlah  kas  Desa,  tambatan  perahu,

pasar Desa,  tempat pemandian umum, jaringan irigasi,  dan
hasil  aset  lainnya  sesuai  dengan  kewenangan  berdasarkan
hak  asal-usul  dan kewenangan lokal berskala  Desa;

3)   swadaya, partisipasi dan gc)tong royong atau penerimaan dart
sumbangan masyarakat desa;  dan



4)   pendapatan asli desa lain,  antara lain hasil pungutan Desa.

b.  Pendapatan Transfer terdiri atas  :
1)   Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja  Negara  berpedomari  pada  Peraturan  Bupati  yang
disusun berdasarkan Peraturan Menteri  Keuangan;

2)   Dana  Bagian  dari  hasil  paj€ck  daerah  dan  retribusi  daerah
Kabupatcn  yang  berasal   dari  Anggaran   Pendapatan   dan
Bclanja   Daerah   Kabupateri   Karawang   berpedoman   pada
Peraturan Bupati;

3)   Alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berpedcman pada Peraturan  Bupati;

4)   Bantuan   keuangan    dari   Anggaran   Pendapatan   Belanja
Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus.  Bantuan
keuangan bersifat khusus tiersebut dikelola dalam APB Dc`sa
tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling
sedikit  70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30°/o
(tiga puluh per seratus);dan

5)   Bantuan   keuangan   dari   Anggaran   Pendapatan   Belanja
Daerah    Kabupaten    berasal    dari    pemberian    Bantuan
Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan
khusus    yang    bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah  Kabupaten  Karawang dan  tidak diterapkan
dalam   ketentuan   penggurLaan   paling   sedikit   70%   (tujuh
puluh  per  seratus)  dan  paling  banyak  30%  (tiga  puluh  per
seratus) berpcdoman pada Peraturan Bupati.

c.  Pendapatan Lain  :
1)   Penerimaan dari hasil kerj€i sama  Desa;
2)   Penerimaan dari bantuan I)erusahaan yang berlokasi di Dcs€];
3)   Penerimaan dari hibah dan  sumbangan dari pihak ketiga;
4)   Koreksi kesalahan belanj.a tahun anggaran sebelumnya yang

mengakibatkan    penerimaan    di    kas    Desa    pada    tahun
anggaran berj alan ;

5)   Bunga bank;  dan
6)   Pendapatan lain  Desa yan!5  sah.

Dalam  hal  Peraturan  Bupati  tc:ntang  Pagu   Dana  Desa,  Alokasi
Dana     Desa,   Dana  Bagian  Ha``;il  Pajak  Daerah  dan     Retribusi,
Bent.uan    Keuangan  Provinsi  d€Ln  Bantuan  Keuangan  Kabupatcn
tahun  berjalan  ditetapkan  dan/atau  terdapat  perubahan  setelah
Peraturan  Desa tentang APE  Desa tahun berjalan ditetapkan  dan
telah dievaluasi oleh Canat, Pen erintah Desa harus menyesuaikan
dana  dimaksud  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  perubahan
Peraturan   Kepala   Desa   tentarLg   Penjabaran   APE   Desa  Tahun
berjalan    dengan    pemberitahuan    kepada    Ketua    BPD,    untuk
selanjutnya ditampung dalam Pcrubahan APE Desa Tahun berjalan
atau    dicantumkan    dalam    LEI.poran    Realisasi    Anggaran    bagi
Pemerintah   Desa  yang  tidak   melakukan  perubahan  APB   Desa
tahun berjalan.



2. Belanja Desa
Yaitu   semua  pengeluaran  yang  merupakan  kewajiban   Desa
dalam   1   (satu)   tahun   anggararL   yang   tidak   akan   diperoleh
pembayarannya   kembali  dan  djpergunakan  untuk  mendanai
penyelenggaraan     kewenangan    Desa    dan    disusun    secara
berimbang     antara     penerimaaii     dan     pengeluaran,     yang
berorientasi pada pencapaian  basil dari  t.npt/C dan   otttput yang
direncanakan .
Belanja desa digunakan untuk meiiyelenggarakan kewenangan
Desa:
a.   Penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Kalsifikasi bidang pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :
1)   Penyelenggaraan  belanja p{mghasilan  tetap,  tunjangan  dan

operasional pemerintahan  1)esa;
a) penyediaan penghasilan letap dan tunjangan Kepala Desa;
b)penyediaan   penghasilan   tetap   dan   tunjangan   Perangkal

Desa;
c)penyediaan    jaminan    sosial    bagi    Kepala    Desa    dan

Perangkat Desa;
d)  penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium

PKPKD dan      PPKD,perl(;ngkapan                         perkantoran.
pakaian dinas/ atribut,1istrik/telpon, dll);

e) penyediaan lnsentif/Operasional RT/ RW;  dan
I)  lain-lain       Sub       Bida]ig       Penyelenggaraan       Belanja

Penghasilan      Tetap,      Tunjangan      dan      Operasional
Pemerintahan  Desa,

2)   Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
a)  Penyediaan sarana (aset tetap)  p erkantoran/pemerintahan ;
b)  Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor  Desa;
c)  Pembangunan     /Rehal)ilitasi     /Peningkatan     gedung/

Prasarana  Kantor Desai;  dan
d)  lain-lain   kegiatan   sub   bidang   sarana   dan   prasarana

pemerintahan  Desa.

3)   Administrasi kependuduk.iln,  pencatatan sipil, statistik,dan
kearsipan;
a)  Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat

Pengant.ar/Pclayanan     KTP,     Akta     Kelahiran,     Kartu
Keluarga, dll);

b)  Penyusunan/Pendataa 1/PemutaLkhiran Profil Desa (profil
kependudukan dan potensi  desa;

c)   Pengelolaan    administ].asi    dan    kearsipan    pemerintahan
desa;

d)  Penyuluhan     dan     P{myadaran     Masyarakat     tentang
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil;

e)   Pemetaan     dan     Ana.isis     Kemiskinan     Desa     secara
Partisipatif; dan

I)   lain-lain        kegiatan        sub        bidang        administrasi
kependudukan, pencal.atan sipil, statistik dan  kearsipan.



4)   Tata prajapemerintahan,    rierencanaan,      keuangan,  dan
pelaporan;
a) Penyelenggaraan               M usyawarah               Perencanaan

Desa/ Pembahasan                      APBDes                      (Muscles ,
Musrenbangdes/ Pra-Mus].enbangdes,          dll,         bersifat
reguler);

b) Penyelenggaraan   Musyawarah   Desa   lalnnya   (musdus,
rembug   warga,   dll.,   yarig   bersifat   nan-reguler   sesuai
kebutuhan desa);

c) Penyusunan           Dokum en           Perencanaan           Desa
RPLJMDes/RKPDes,  dll);

d) Penyusunan Dokumen Kcuangan Desa (APBDes/ APBDes
Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen  terkait);

e)   Pengelolaan/Administrafsi/Inventarisasi/ Penilaian Asct
Desa;

f)   Penyusunan   Kebijakan   Desa   (Perdes/Perkades,   dll    -
diluar dokumen Rencand Pembangunan/ Keuangan);

g) Penyusunan     Laporan     Kepala     Desa/Penyelenggaraan
Pcmerintahan    Desa   (laporan    akhir   tahun   anggaran,
laporan  akhir  masa jabatan,  laporan  keterangan  akhir
tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);

h) Pcngembangan Sistem lriformasi  Desa;
i)  Koordinasi/Kerjasama    Penyelenggaraarl     Pemerintahan

dan              Pembangunari              Desa                           (Antar
Desa/Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga,  dll);

j)  Dukungan      Pelaksana€in      dan      Sosialisasi      Pilkadcs,
Pemilihan  Kepala  Kewil€iyahan  dan  Pemilihan  BPD  (yang
menjadi wewenang Desa);

k)Penyelenggaraan      Lomba      antar      kewilayahan      dan
pengiriman kontingen dialam mengikuti Lomba Desa;  dan

I)  lain-lain  kegiatan  sub   bidang  tata  praja  pemerintahan,
perencanaan, keuangan dan  pelaporan.

5)   Pertanahan
a)  Sertifikasi Tanah Kas  I)esa;
b)  Administrasi    Pertanahan     (Pendaftaran    Tanah,     dan

Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
c)   Fasilitasi Sertirikasi Taiiah untuk Masyarakat Miskin;
d)  Mediasi Konflik  Pertan.iinan;

e)   Penyuluhan Pert.anahan;
f)   Administrasi Pajak Bu]ni dan Bangunan  (PBB);

g)  :::::t:::i;P:::gasan/Pembangunan          Batas/Patok

h)  lain-lain kegiatan sub  oidang  pertanahan.



b.   Pelaksanaan pembangunan Desa;
Klasirikasi bidang pembanguna]i terbagi dalam sub bidang:
1)  Pendidikan

a) Penyelenggaraan        PAur) /TK/TPA/TKA/TPQ / Madrasah
Non-Formal Milik Desa (B€mtuan Honor Pengajar, Pakaian
Seragam, Operasional,  dst,);

b) Dukungan Penyelenggara{m PAUD (APE, Sarana PAUD,
dst) ;

c) Penyuluhan dan Pelatihali Pendidikan bagi  Masyarakat.;
d) Pemeliharaan sarana  dan   Prasarana

Perpustakaan/Taman   B;icaan   Desa/    Sanggar   Belajar
Milik Desa

e) Pemeliharaan               Sar€ina     dan   Prasarana PAUD/ TK/
TPA/TKA/TPQ/ Madrasali  Non-Formal Milik Desa;

I)  Pembangunan      /Rehabuitasi      /Peningkatan/Pengadaari
sarana /  Prasarana /   Al€it        Peraga        Edukatif    (APE)
PAUD/    TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah    Non-Formal    Milik
Desa;

g) Pembangunan/ Rehabilit€isi / Peningkatan                   Sarana
Prasarana  Perpustakaan/Taman  Bacaan  Desa/  Sanggar
Belajar   Milik Desa;

h) Pengelolaan  Perpustaka€.n  Milik  Desa  (Pengadaan  Buku-
buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa);

i)  Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Semi dan Belajar;

j)  Dukungan Pendidikan bjigi Siswa Miskin/Berprestasi;  dan
k) lain-lain kegiatan sub bidang  pendidikan.

2)  Kesehatan;
a) Penyelenggaraan    Pos    Kesehatan    Desa   (PKD)/Polindes

Milik    Desa    (Obat-obat.an;    Tambahan    Insentif   Bidan
Desa/Perawat  Desa;  Peiiyediaan  Pelayanan  KB  dan  Alal
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin,  dst);

b) Penyelenggaraan Posyar du (Makanan Tambahan, Kelas
lbu Hamil,  Kelas Lansia.  Insentif Kader  Posyandu);

c) Penyuluhan    dan   PelaLihan   Bidang        Kesehatan
(untuk Masyarakat, Teriaga Kesehatan,  Kader Kesehatan,
dll);

d) Penyelenggaraan Desa i;iaga  Kesehatan;
c) Pembinaan Palang Mer€ih Remaja (PMR) tingkat desa;
I)  Pengasuhan Bersama a[au Bina Keluarga Balita   (BKB);

g) Pcmbinaan dan Pengaw.asan Upaya Kesehatan  Tradisional;
h) Pemeliharaan Sarana/I'rasarana Posyandu/Polindes/ PKD;
i)  Pembangunan   /  Rehat)ilitasi /  Peningkatan /  Pengadaan

Sarana /  Prasarana Po,isyandu/  Polindes/PKD ;  dan

j)  lain-lain kegiatan sub I)idang  kesehatan.



3)  Pekerjaan umum dan penate.an  ruang;
a) Pemeliharaan Jalan  Desa;
b) Pemeliharaan Jalan Lingkimgan  Permukiman/ Gang;
c) Pemeliharaan Jalan Usah€i Tani;
d) Pemeliharaan Jembatan Milik  Desa;
e) Pemeliharaan    Prasarana   Jalan    Desa    (Gorong-gorong,

Selokan,   Box/Slab  Culv€`rt,   Drainase,   Prasarana  Jalan
lain);

I)  Pemeliharaan      Gedung/Prasarana     Balai      Desa/Balai
Kemasyarakatan;

g) Pemeliharaan   Pemakam€in  Milik  Desa/Situs  Bersejarah
Milik Desa/ Petilasan  Milik;

h) Pemeliharaan Embung M ilik  Desa;
i)  Pemeliharaan Monumen/ Gapura/Batas  Desa;

j)  Pembangunan   /Rehabilitasi   /Peningkatan   /Pengerasan
jalan Desa;

k) Pembangunan   / Rehabilitasi /  Peningkatan/  Pengerasan
Jalan Lingkungan Permli.kiman/ Gang;

1)  Pembangunan / Rehabilit{isi/ Peningkatan/ Pengerasan
Jalan Usaha Tani;

in)Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan
Jembatan Milik Desa;

n) Pembangunan / Rehabilit a.si/ Peningkatan Prasarana Jalan
Desa      (Gorong-gorong,      Selokan,      Box/Slab      Culvert,
Drainase, Prasarana Jalim lain);

o) Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan  Balal Desa/Balai
Kemasyarakatan;

p) Pembangunan / Rehabilj tasi/ Peningkatan Pemakaman
Milik Desa/ Situs Bersej€irah Milik  Desa/Petilasan

q) Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial  Desa
r) Penyusunan Dokumen I'erencanaan Tata Ruang Desa
s) Pembangunan/ Rehabilil.asi/Peningkatan Bmbung Desa
t)  Pembangunan   /   Rehabilitasi   /   Peningkatan   monumenL

/Gapura/Batas Desa;
u)lain-lain  kegiatan  sub  bidang  pekerjaan  umum  dan

pcnataan  ruang.

4)  Kawasan permukiman;
a) Dukungan   pelaksanaan   program   Pembangunan/Rehab

Rumah   Tidak   Layak   Huni   (RTLH)   GAKIN   (pemetaan,
validasi, dll) ;

b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik  Desa;
c) Pemeliharaan    Sumber    Air    Bersih    Milik    Desa    (Mata

Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,  dll);
d) Pemeliharaan Sambun!;an Air   Bersih  ke   Rumah  Tangga

(pipanisasi,  dll);



e) Pemeliharaan     Sanitasi     Permukiman     (Gorong-gorong,
Selokan, Parit, dll,, diluar prasarana jalan);

f)  Pemeliharaan F`asilitas LJamban Umum/MCK umum,  dll;

g) Pemeliharaan          Fasilita s          Pengelolaan          Sampah
Desa/ Permukiman (PenarrLpungan, Bank Sampah,  dll);

h) Pemeliharaan  Sistem  Pembuangan Air Limbah  (Drainasc,
Air limbah Rumah Tangga);

i)  Pemeliharaan Taman/Taman Bermaln Anak Milik  Desa;

j)  Pembangunan/Rehabilita!si/Peningkatan Sumur Resapan;
k) Pembangunan/Rehabilita'si/Peningkatan      Sumber      Air

Bersih  Milik  Desa  (Mata  Air/Tandon  Penampungan  Air
Hujan/Sumur Bor, dll);

I)  Pembangunan                 / R 3habilitasi                 / Peningkatan
Sambungan Air Bersih ke Rumah  Tangga (pipanisasi,  dll);

in) Pembangunan / Rehabilita si/ Peningkatan                 Sanitasi
Permukiman  (Gorong-goiong,  Selokan,  Parit,  dll.,  diluar
prasarana jalan);

n) Pembangunan/Rehabilit€Ls/Peningkatan  fasilitasi jamban
Umum /  MCK umum,   dll;

o) Pembangunan / Rehabilit€isi / Peningkatan                 Fasilitas
Pengelolaan  Sampah  Desa/ Permukiman  (Penampungan,
Bank Sampah, dll);

p)  Pembangunan      /      Rehabilitasi/      Peningkatan      Sistcm
Pembuangan    Air    Limb€ih    (Drainase,    Air    limbah    Rumah
Tangga);

q) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan  Taman/     Taman
Bermain Anak Milik  Desa.;

r) lain-lain   kegiatan   sub   bidang   perumahan   rakyat   dan
kawasan pemukiman.

5)  Kehutanan dan lingkungaii  hidup meliputi :
a)  Pengelolaan Hutan Milik  Desa;
b)  Pengelolaan Lingkungan Hidup  Desa;
c)   Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran        tentang

Lingkungan Hidup dan  Kehutanan;
d)  lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan

Hidup.

6)  Perhubungan, komunikasi dan  informatika meliputi :
a)  Pembuatan Rambu-ranibu di LJalan  Desa;
b)  Penyelenggaraan     Informasi     Publik     Desa     (Misal

Pembuatan     Poster/Bialiho    Informasi    penetapan/Lpj
APBDes untuk Warga, dll);

c)  Pcngelolaan       dan       Pembuatan       |Jaringan/Instalasi
Komunikasi dan lnforniasi Lokal  Desa;

d)  lain-lain kegiatan sub 1)idang Perhubungan, Komunikasi,
dan Informatika.



7)  Energi dan sumber daya  mi]ieral meliputi :
a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif

tingkat Desa;
b) Pembangunan/Rehabilitas;i/Peningkatan   Sarana        dan

Prasarana Energi Alternatif tingkat  Desa;
c) lain-lain kegiatan  Sub bidimg Energi dan Sumber Daya

Mineral.

8)  Pariwisata meliputi :
a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan   Sarana        dan

Prasarana Pariwisata Milik;
c) Pengembangan Pariwisat€i Tingkat Desa;
d) lain-lain kegiatan sub bidang  pariwisata.

c.    Pembinaan kemasyarakatan D(3sa;
Klasifikasi bidang kemasyarak{itan terbagi dalam sub bidang:
1)  Ketentraman, ketertiban, d;an pelindungan masyarakat :

a) Pengadaan/Penyelenggaraan    Pos    Keamanan           Desa
(pembangunan   pos,    pengawasan   pelaksanaan   j.adwal
ronda/patroli dll);

b) Penguatan       dan   Pcnirigkatan        Kapasitas  Tenaga
Keamanan/Ketertiban olii=h Pemerintah Desa (Satlinmas
desa);

c) Koordinasi    Pembinaan    Ketentraman,    Ketertiban,    dan
Pelindungan   Masyarakat   (dengan   masyarakat/instansi
pemerintah daerah, dll)  i;kala Lokal  Desa;

d) Pelatihan Kesiapsiagaan ,/Tanggap Bencana Skala Lokal
Desa;

e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Dcsa;
I)  Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat

Miskin;

g) Pelatihan/Penyuluhan/ $5osialisasi    kepada       Masyarakat
di  Bidang Hukum dan Pelindungan  Masyarakat;

h) lain-lain kegiatan sub biiiang    Ketentraman,          Ketertiban
Umum, dan Pelindungan  Masyarakat.

2)  Kebudayaan dan  kegama€in;
a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Dcsa;
b) Pcngiriman   Kontingen   Group  Kesenian   dan  Kebudayaan

sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupatcn;
c) Penyelenggaraan   Festival   Kesenian,   Adat/Kebudayaan,

dan  Keagamaan  (peray€ian hari kemerdekaan,  hari bcsar
kcagamaan, dll) tingkat  Desa.

d) Pcmeliharaan Sarana  dan  Prasarana  Kebudayaan/Rumah
Adat/Keagamaan Milik  Desa;

e) Pembangunan / Rehabiljtasi/ Peningkatan       Sarana       dan
Prasarana    Kebudayaan/Rumah    Adat/Keagamaan    Milik
Desa;

I)  lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan.



3)  Kcpcmudaan dan olah  raga;
a) Pengiriman    Kontingen    I:epemudaan    dan    Olah    Raga

sebagal Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupalcn;
b) Penyelenggaraan   pelatihan    kepemudaan    (Kepemudaan,

Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat  Desa;
c) Penyelenggaraan      Festiv€ll/Lomba     Kepemudaan      dan

Olahraga tingkat Desa;
d) Pemeliharaan  Sarana  dan  Prasarana  Kepemudaan  dan

Olah Raga Milik  Desa;
e) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan       Sarana  dan

Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
f)  Pembinaan  Karang  Taruna/Klub  Kepemudaan/Klub  Olah

raga;

g) lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah  Raga.

4)  Kelembagaan masyarakat :
a) Pembinaan Lembaga Ad€Lt;
b) Pembinaan  LKMD/ LPM/LPMD;

c) Pembinaan  PKK;

d) Pelatihan Pembinaan Leinbaga Kemasyarakatan;
e) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakal.

d.   Pemberdayaan masyarakat Dcsa;
Klasifikasi bidang pemberday€ian masyarakat terbagi dalam
sub bidang:
1)  kelautan dan perikanan :

a) Pemeliharaan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik  Des:I;
b) Pemeliharaan    Pelabuh;in    Perikanan    Sungai/Kecil    Milik

Desa;

c) Pembangunan/Rehabili Lasi/ Peningkatan  Karamba/Kolam
Perikanan Darat Milik  I)esa;

d) Pembangunan   /   Rehabilitasi   /   Peningkatan   Pelabuhan
Perikanan Sungai/ Keci]  Milik  Desa;

e) Bantuan Perikanan  (Bit)it/ Pakan/dst);
I)  Pelatihari /  Bimtek /  P€.ngenalan Tekonologi Tepat Guna

untuk Perikanan Darat/ Nelayan;
g) lain-lain kegiatan sub t.idang kelautan dan perikanan,

2)  pertanian dan  petemaka]1 :
a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan

pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung,  dll);
b) Peningkatan   Produksi    Peternakan          (Alat  produksi

dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung

Desa,  dll);



d) Pemeliharan Saluran lrigaLi5i  Tersier/ Sederhana;
e) Pelatihan/ Bimtek/ Pengemalan Tekonologi Tepat Guna

untuk Pertanian/Peternak an;
I)  lain-lain kegiatan sub bid€ing Pertanian dan Peternakan.

3)  Peningkatan kapasitas aparritur  Desa;
a)  Peningkatan kapasitas kcpala  Desa;
b)  Peningkatan kapasitas p€:rangkat  Desa;
c)   Peningkatan kapasitas  BPD;
d)  lain-lain    kegiatan    sub    bidang   peningkatan    kapasitas

Aparatur Desa.

4)  Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan  keluarga:
a) Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan  Anak.
c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel

(pcnyandang disabilitas).
d) lain-lain kegiatan sub bi(lang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak.
5)  Koperasi, usaha mikro kecjl dan  menengah :

a) Pelatihan Manajemen Peiigelolaan Koperasi/  KUD/  UMKM;
b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah serta Koperas,i;
c) Pengadaan Teknologi Tei)at Guna untuk   Pengembangan

Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
d) lain-lalnkegiatan     sub    bidang        Koperasi,    Usaha

Kecil dan Menengah.

6)  Dukungan penanaman  in(idal :
a) Pembentukan BUM Des{i (Persiapan dan Pembentukan

Awal BUM  Desa);

b)Pelatihan     Pengelolaan     BUM      Desa     (Pelatihan     yang
dilaksanakan oleh Desa.I;

c) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman  Modal.

7)  Perdagangan dan perindustrian :
a) Pemeliharaan Pasar Des.a/Kios milik  Desa;
b) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa

/Kios milik Desa;
c) Pengembangan Industri kecil level  Desa;
d) Pembentukan  /   Fasilitasi  /   Pelatihan  /   Pendampingan

kelompok usaha ckonomi produktif (pengraj.in, pedagang,
industri rumah tangga,  dll);

e)lain-lain      kegiatan      sub      bidang      Perdagangan      dan
perindustrian.



e.   Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
Desa. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan mendesak terbagi dalam sub  bidang:
1)   penanggulangan bencana;
2)   keadaan darurat;
3)   keadaan mendesak.

Klasifikasi  belanja  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf a,  sampai
dengan  huruf d,  dibagi  dalam  sub  bidang   dan   kegiatan   sesuai
dengan  kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
Klasirikasi  belanja  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf e,    dibagi
dalam    sub    bidang    sesuai    der.gan    kebutuhan    Desa    untuk
penanggulangan  bencana,  keada€Ln  darurat  dan  mendesak  yang
terjadi di  Desa.

3.1  Belanja desa terdiri dari:
a)  Belanja pegawai;

-    digunakan untuk penghasil;|n tetap, tunjangan, penerimaan
lain,  dan pembayaran jaminan  sosial bagi kepala Desa dan
perangkat Desa, serta tunjangan  BPD.

-    Belanja pegawal pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
-    Pembayaran   jaminan    sos,,ial    sesual    dengan    ketentuan

peraturan   perundang-   undangan   dan   kemampuan   APE
Desa.

b)  Belanja barang/jasa;
(1) Belanja  barang/jasa  digunakan  untuk  pengeluaran     bagi

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang   dari
12   (dua belas)  bulan.

(2) Belanja barang/jasa digun€ikan antara lain untuk:
a.  operasional pemerintah  Desa;
b.  pemeliharaan sarana pr€isarana Desa;
c.  kegiatan sosialisasi/rap{it/pelatihan/bimbingan teknis;
d.  operasional BPD;
e.  insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;  dan
f.   pemberian barang pada masyarakat/kelompok  masyarakal.

(3) Insentif    Rukun    Tetangg.a/Rukun     Warga    sebagaimana
dimaksud  pada ayat (2)  huruf e yaitu bantuan uang untuk
operasional  lembaga RukLin  Tetangga/ Rukun  Warga untuk
membantu   pelaksanaan   tugas   pelayanan   pemerintahan,
perencanaan  pembangu"in,  ketentraman  dan  kctertiban,
serta pemberdayaan masyru.akat Desa.

(4) Pemberian  barang  pada  niasyarakat/kelompok  masyarakat
sebagaimana  dimaksud  |tada  ayat  (2)   huruf  f  dilakukan
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c)  Belanja modal;
Mcrupakan pengadaan barar.g yang nilai manfaatnya lebih dari
12  (dua belas)  bulan dan m{mambah  aset dan untuk kegiatan
penyelenggaraan kewenangan desa.



d)  Belanja tak terduga
merupakan  belanja untuk kegiatan  penanggulangan  bencana,
keadaan  darurat,  dan  keadaan  mendesak yang berskala lokal
desa dengan ketentuan
1)  bukan    merupakan    kegiatEin    normal        dari        aktivitas

pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2)  tidck diharapkan terjadi beriilang;  dan
3)  bcrada di luar kendali pemerintah  Desa.

4.  Pembiayaan Desa
Pembiayaan   Desa   merupakan   scmua   penerimaan   yang   perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
balk pada tahun anggaran yang bet.sangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya.
Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:
a.  Penerimaan pembiayaan;

1)   SiLPA tahun  sebelumnya;
SiLPA      sebagaimana     dimaksud      meliputi      pelampauan
penerimaan   pendapatan   tcrhadap   belanja,   penghematan
belanja,   dan  sisa  dana  ke£5iatan  yang  belum  selesai  atau
lanjutan.
Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2)   Pencairan dana cadangan;
Pencairan  dana cadangan  stl3bagaimana dimaksud pada ayal
digunakan untuk menganggaLrkan kebutuhan dana cadangan
yang  selanjutnya dicatatkan dalam  penerimaan  pembiayaan
dalam APB Desa dan

3)   Hasil penj.ualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali
t.anah dan bangunan. Hasil penjualan kekayaan Desa yang
dipisahkan sebagaimana dilnaksud pada huruf c dicatat
dalam penerimaan pembiay,.ran hasil penjualan kekayaan
Desa yang dipisahkan

b.  Pengeluaran pembiayaan.
Pengcluaran pembiayaan terdiri atas :
a)  pembentukan dana cadangan;

(I)   Pembentukan   dan€i   cadangan   dilakukan   untuk
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak
dapat  sekaligus  dibebankan  dalam  1  (satu)  tahun
anggaran.

(2)   Pembentukan    dana    cadangan    ditetapkan    dengan
peraturan Desa.

(3)   Peraturan  Desa  seb€igaimana  dimaksud  pada ayat  (2)
paling sedikit menu a.t:
a.   penetapan tujuar.. pembentukan dana  cadangan;
b.   program dan kegdatan yang akan dibiayai dari dana

cadangan;
c.   besaran dan rincian tahunan  dana  cadangan  yang

harus dianggark€in;
d.   sumber dana caclangan;  dan
c.   tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.



(4)   Pembentukan  dana  ca.dangan  dapat  bersumber  dari
penyisihan    atas    penerimaan    Desa,    kecuali    dari
penerimaan   yang   per.ggunaannya   telah   ditentukan
secara   khusus   berdasarkan   peraturan   perundang-
undangan.

(5)   Penganggaran  dana  cadangan  tidak  melebihi  tahun
akhir masa jabatan ke.I)ala  Desa.

b)  Penyertaan modal.

(1)   Penyertaan    modal    antara    lain    digunakan    untuk
menganggarkan    kekfi.yaan    pemerintah    Desa   yang
diinvestasikan dalam  13UM  Desa untuk meningkatkan
pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

(2)   Penyertaan  modal   mi3rupakan  kekayaan   Desa  yang
dipisahkan    yang    dianggarkan     dari     pengeluaran
pembiayaan dalam APE  Desa.

(3)   Penyertaan  modal  da]am  bentuk  tanah  kas  Desa  dan
bangunan tidak dapat  dijual.

(4)    Penyertaan   modal   pada   BUM   Desa   melalui   proses
analisis     kelayakan     sesuai     ketentuan     peraturan
perundang-undangari.

(5)   Tata cara penyertaan  modal  diatur lebih  lanjut dalam
Peraturan   Bupati   mengenai   pengelolaan   keuangan
Desa.

(6)   Peraturan Bupati sed ikitnya memuat ketentuan:
a) indikator  penyertatm   modal  yang   dapat  disertakan;

dan
b) indikator analisa kclayakan penyertaan  modal.

IV. Teknis Penyusunan APE  Desa
Dalam      penyusunan        APE   Des€i. tahun   berjalan   Pemerintah   Des€\
harus memperhatikan hal hal sebagal  berikut:
1.    Kepala  Desa  dan  BPD  wajib  mensepakati  bersama  rancangan

Peraturan  Desa  tentang APE  Dt3sa  tahun  berjalan  paling lambat
bulan Oktober tahun  sebelumn)..a;

2.    Peraturan desa tentang APE Des,a. tahun berjalan ditetapkan paling
lambat tanggal 31  Desember tahun  s e b elu in nya ;

3.    Pemerintah  desa  mcnyusun  RKP  Desa   sebagal  penjabaran  RP`JM
Desa;

4.    Rancangan  RKP  Desa  dilampiri  rencana  kegiatan  dan  Rencana
Anggaran Biaya;

5.    RAE   ditandalangani  Kasi/Kaur  yang ditetapkan sebagai
pelaksana  kegiatan;

6.    Penetapan     pelaksana     kegiatan     dilaksanakan     pada     saat
penyusunan RKP Desa;

7.     RKP Desa sebagai dasar penetaL3an APE  Desa;
8.    RKP Desa ditetapkan paling larlLbat akhir bulan September  tahun

berjalan;



9.   Perubahan APE Desa hanya dapa.t dilakukan  1  kali dalam sat.u
tahun  anggaran kecuali dalam h:eadaan luar biasa.

10.    Kepala   Desa   menetapkan   Peraturan   Kepala   Desa       tentang
penjabaran  APE Desa setelah AP]3 Desa  ditetapkan.
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